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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan 

dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan 

Agama Gorontalo sebagai berikut:  pertama, pemohon, Majelis Hakim 

di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan 

perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. 

Kedua, alasan pada persidangan, Majelis Hakim menanyakan alasan 

anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak 

pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan 

anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.  Ketiga, 

ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri 

yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, 

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Halangan 

yang dimaksud disini apakah antara calon mempelai laki-laki dengan 

calon mempelai wanita ada hubungan darah atau hubungan sepersuan. 

Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin 

cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang 

menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan 

permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak 
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dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah 

tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan 

terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang 

dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan 

menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami. 

2. Bahwa implikasi terhadap disparitas hakim dalam memberikan 

penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di 

Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya adalah suami istri yang 

menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum 

menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir 

dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Dari sisi kesehatan 

reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam 

kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, 

seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung 

dan melahirkan anak. Akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan 

dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara 

ekonomi mereka belum siap bekerja. Terjadi eksploitasi anak yang 

karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama 

Gorontalo bahwa Pengadilan harus lebih mempertimbangkan segi 
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psikis anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan 

pengabulan dispensasi nikah itu dikabulkan apabila permohonan itu 

diajukan dalam keadaan yang benar-benar darurat dan tidak ada jalan 

lain selain menikahkannya dan apabila ada jalan lain yang dapat 

diambil selain dengan cara menikahkan maka lebih baik diambil hal 

tersebut.  

2. Masyarakat dengan terus dibinanya kesadaran masyarakat dan orang tua 

serta anak itu sendiri tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak 

anak dan harus adanya sikap perduli dari orang tua atau masyarakat 

untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang masih di 

bawah umur ketika berpacaran.  

3. Pihak sekolah yang biasanya dilakukan oleh Guru BK dari masing-

masing sekolah yang perlu ditingkatkannya profesionalisme baik itu 

dari dalam mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi 

dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien.  
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